PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

FERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN Bornsam!
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas legalitas Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB) Kabupaten Buton dalam menyelen program
pendidikan nonformal guna memenuhi kebutuhan belajar
masyarakat di daerah, perlu dilakukan perubahan status SKB
dari Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi Satuan Pendidikan
Nonformal;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun |
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Status UPTD Sanggar Km
BeIIa;jar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal SW
Kegiatan Belajar Kabupaten Buton;

e t : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
e : Indonesia Tahun 1945; o =4
. Und -Undang Nomeor 29 Tahun 19 tenta
e D:e;ﬁ%naemhg Tingkat 11 di Sulawesi (
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Negara Republik one

or




O

3

10,

11.

12,

13.

14, Peraturan Menteri Dalam

E" 1, L T i s
L 'nt" RIS PR RET IS W ERY

¥ L.
1 E L L g
! | o b 19 1 1 r

Inﬂm‘ \ 1l Iuh' -|I_ i g i iy in -."-. o
Eu%u-hlm Indonenin Nomor faad),
Andang-Undang Nomor 20 Tahun 20 A
Daerah  (Lembaran  Negara n-#:?u?sﬂq‘?ﬁ i j".- M

Nomor 294, Tambahan Lemba Nepgarn )
Nomor 5587), sebagalinana t ¥ Dabarane | divba
dengan  Undang: Undan Nﬁéﬂm‘?‘bﬂ- ", sl.';t.r;ls. su .3

Perubahon Kedun atan Undang Undang Nomor 208 Taban &
tentang Pemevintabhan Doaeranh (Lombaran Negara li;\i |
Indonesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg i
Hepublilk Indonesin Nomor S6G79);

Undang-Undang Nomor 5 Tahian 2005 tentang A aratur 8 q
Negoara (Lembaran Negoarvia Republile Indonesin mhun 2015
Nomor 6, Tambaban Lemboaran Negarn  Republik Indanenin
Noamon S840,

Peraturnn Pemerintah Nomor 19 Tahun 20085 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negoarn  Republil nconenin
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4496), scbagaimana telah  bebera leanld
divubnb teralkhiv dengnn Pevnturan Pemerintnh Nomor |1 Tahun
2015 tentang Perubanhan Kedun Atas Peraturan Pemerintah
Momor 19 Taliun 2005 tentang Standor Namsionnl Pendidilonn
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Pahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesin Nomor S6G70);

Feraiuran FPemcrintal MNornor < Taaliun 2007 terry b

Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembiaran Negarn  Republi
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambohan Lembaran Negara

Republik Indonesin Nomaor 497 1);

semerintnh Nomor 47 Tabhun 2008 tentang Winjib
Republile Indonesin Tabun 2008
Negorn Republilke Indonesin

Peraturan |
Belajar (Lembaran  Negoarvia
Nomor 90, Tambahan Lembacan
Nomaor 863),

Peranturan  Pemerintalh - Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negoarn Republik Indonesin
Tahun 2008 Nomaor 41, Tambahan Lembonran Negara Republile

Indonesin Nomor <186+4);

et o U ronm Pemierivital Momnor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolann dan  Penyelengparaan Pendidilkkan  (Lembaran
Negaran Repulilik Indonesin  Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negnrin Republik Indonesin Naomor 5105),
sebagaimana  telah  diubah dengnn  Pernturan  Pemerintn
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahnn Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolnan dan
Penyelenggarann Pendidikan  (Lembaran Negara Republile
Incdonesin Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negnra Republilk Indonesia Nomor 5157)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentan
12 Tahun ﬂg:l

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor en
(Lem
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turan Mentord 1
2016 tentang Podoman Allh I
= Menjadi Satuan Pendidikan Non
- Peraturan Mentert Dalam N el M
Pernben oo Frotulg Huku.m [N i |
Indonesin Tahun 2014 Namor 342),

(e _
19, Peraturan Mentert Pendidikan dan Ke N
Tahun 2014 tentung Standar Mﬂﬂldm-m_

20. Peraturan Daerah  Kabupaten Huton Nomor 3 Tahu
tentang Orgnnimasl dan Tats Horl!ln Iinam Dimerab el
Buton, mebagaimana telah diubab derngan Peraturan
Kabupaten Buton Nomor 26 Tabun ﬁﬂﬁ ter ban
Atas Pernturan Daeranh Kabupaten Buton Nomor 3

:.;.-ntnnu Organianal dan Tatn Kerjan Dinas Daerah Kal
it

21 Keputusan  Bupati Buton Nomor B8 Tahun 2002 tontnng

Penetapan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingloungan
Unit Kevjn Dinas Doerah Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Surat  Divelktur  dendeval Pendidilan Anak Usin Diod dan
Pencicilanmn Mamyarakat, Kementerinn Peandldilcan o
Kebudayvaan MNormor 1O85/C.Ca. 1 /PR/201S :‘M
Permohonan Perubahan Status UFID SKB menjadl Satuan

Pendidilkkan Nonlforimial;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS UPFTD |
= SANGOGAR KIEGIATAN BIELAJAR MISNJAL SATUAN :
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGOAR KEGIATAN BELAJAR d

KABUPATIEN BUTON,

BAL |
KIETENTUAN UMUM

Pl 1

Dalam Peraturan Bupatl inl yang dimalksud dengan;
1. Dacrah adalah Kabupaten Duaton, ; ,_
2. Pemerintah  Daer adalah Bupati
penyelenggara  pemerintahan  doaeorah y




9. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sar EEar
g:lt?li:;. y]:?ngd ia;ilﬂn.iutth}ya disebut Kepala Elﬁlg
en lean onform epinata
Kabupaten Buton. el Panggerieru
Pendidikan Anak Usia Dini adalah bentuk layanan
pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini baik
melalui Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan
PAUD Sejenis, Taman Penitipan Analk, dan bentulk lain vang
sejenis.
11. Pendidikan Masyarakat adalah layvanan pendidikan yan
diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Pendi
Keluarga, Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, serta
Pendidikan Kursus dan Pelatihan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
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BAB 11
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Perubahan Status / Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, UPTD Sanggar Kegiatan
Belajar diubah statusnya menjadi Satuan PNF Sanggar
Kegiatan Belajar Kabupaten Buton.

(2) Wilayah kerja Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar

Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup seluruh wilayah kecamatan di daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

elajar
bt

Sat PNF Sanggar Kegiatan FE
{2 n:b;l.g:.i Satuan Pendidikan Nonformal )
(2) Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belaj
- dimaksud pada a di n oleh

t (1) dipis
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perasional’ dan/atas Hepial
bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 4, Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar men

fungsi: i

a. melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;

b. melakukan pembinaan teknis dalam rangka n
kompentensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Nonformal lainnva;

c. melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan lain yang
menvelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masvarakat; _

d. membuat percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini |
dan Pendidikan Masyarakat;

e. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal
bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masvarakat; .

f. sebagai pusat penvelenggaraan penilaian program
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyvarakat;

melaksanakan pengabdian masyarakat; dan

. melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 5

T

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar
terdiri dari:

a. Kepala SKB;

b. Urusan Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

Pargaraf 1




(2) Urusan Tata
dipimpin oleh seo
bertanggungjawab kepada % TR

Pargaraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar se
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari
Fungsional Pamong Belajar yang diatur dan dite
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unds
vang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala SKB
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan teknis operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat sesuai tugas pokok Pamong Belajar
berdasarkan rencana dan program kegiatan yang telah

ditetapkan.
Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Kelompok Kerja PAUD;

b. Kelompok Kerja Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;

c. Kelompok Kerja Kursus dan Pelatihan; dan

d. Kelompok Kerja Pembinaan Pendidikan Keluarga.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar se !
dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh seorang Pamor
Belajar yang dipandang mampu dan cakap vang dipilih dan
disetujui oleh Kepala SKB.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebag:
dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 15
belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) oran
ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beb:

(6) Kepangkatan dan jenjang jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dis

berdasarkan ketentuan peraturar

yang berlaku.

(3)
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Pasal 11

kepala SKB bertanggung j i :
: 3 jawab memimpin, men wasi, dan

mengkoordinasi bawahannya, serta memberikan bixﬁ%inga;a. dan

petunjuk teknis terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

(1) Kepala SKB dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala SKB mengadakan rapat koordinasi di lingkungan
kerjanya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam
sebulan.

(3) Kepala SKB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala
Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala SKB berhalangan atau tidak dapat
menjalankan tugasnya sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian
(Plh) Kepala SKB.

BAB V
JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 14

(1) Kepala SKB adalah jabatan Non Eselon. |

(2) Kepala Urusan Tata Usaha pada Satuan PNF Sanggar
Kegiatan Belajar adalah jabatan struktural eselon IV/b.

3) Pamong Belajar pada Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar

= adalahsjaba.tan fungsional Pamong Belajar &Eﬂuﬂ% jenjang
dan kepangkatan berdasarkan ketentuan  peraturan




@
(3)

(4) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Huruf a Angka 1 Keputusan Bupati Buton Nomor 88 Tahun
2002 tentang Penetapan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinaws di
Lingkungan Unit Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. o

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaliu pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahlcan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. i

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Maret 20010
BUPATI BUTON,

ted
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 Maret 2016

E
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:— SATUAN PNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPA

KEPALA SKB

KEPALA URUSAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
(PAMONG BELAJAR) "

KOORDINATOR
I [ I [
; Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kelompok Kerja
Kr.l_nmpnif HETia Pendidikan Kursus dan Pembinaan |
jj eendidican Keaksaraan dan Pelatihan Pendidikan
“Anak Usia Dini = I
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1. & Nama Jabatan : Kepala SKB
b. Eselon : Non Eselon
©. Kode Jabatan : 01 Satuan PNF SKB Kabupaten Buton

d. Syarat Jabatan ° Pamong Belajar Madya

e. Thtimar Jabatan @ Melaksanakan sebagian tugas Kepala
perumusan  kebijakan, pelaksanaan
pelaporan, penyelenggaraan kegiatan teknis c
dan/ atau kegiatan teknis pen
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pend
scebagai Satuan Pendidikan Nonformal.

f. Urnian Tugas

1} Menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, pndl-l-nh
pPetunjuk teknis pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyvarakat.

2) Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan m
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masvarakat sesuai

perundang-undangan serta kebjakan yang ditetapkan oleh Buparti.

3) Merumuskan rencana dan program kegiatan teknis operasional dan
fatau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Anak Usia m
dan Pendidikan Masyarakat sesuai rencana dan program kegiatan yang
telah ditetapkan.

4) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan teknis operasional
dan /atau kegiatan teknis penunjang di bidang Penididikan Anak Usia 1
Dini dan Pendidikan Masvarakat terhadap satuan kerja atau instansi
lintas sektoral vang terkait.

5) Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan program kegiatan m
operasional dan Jatau kegiatan teknis penunjang pmym
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masvarakat,

6) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis

penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Masvarakat.

7) Menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas
langkah-langkah kebijakan pendampingan dan
FPendidikan Anak Usia Dini dan Pendtd.ﬁm.n Masyarakat.

8) Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas 14
dekonsentrasi) yvang diberikan oleh Pemerintah P'lllllt &!Zn
Provinsi a Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan
dan Pend Masyarakat.

) Mehkunnkanmmhm“diboﬁhnohhm

10) Melaksanakan evaluasi terhada
. } Usia _Dini dan Pcndl&n




urlisan - ketatavsahaan
tan Belajar, sesuni rencana  da
kegiatan yvang telah ditetetapkan,

£ Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kegiatan operasional sesuni standar kerja ta
Urusan Tata Usaha Satuan PNF Sanggar Kegintan Belajar,

2) Melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana ki ]
belajar operasional urusan tata usaha terhadap satuan-satuan kerja
sang rerkait. iy

3) Menyvusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana
kegiatan operasional urusan tata usaha, sesuai peraturan perundang-
undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala SKB,

#] Menyelenggarakan adminstrasi surat-menyurat, agenda surat masuk
dan surat keluar, ekspedisi surat keluar, pengetikan konsep surat atau
naskah dinas, penggandaan, dokumentasi, serta pemeliharaan dan
perawatan kearsipan.

5) Menyusun konsep rencana kebutuhan barang inventaris/ : N

perlenglkapan
kantor, serta konsep pengadaan barang sesuai rencana kebutuhan yang I
telah ditetapkan.

6) Menvelenggarakan kegiatan pengadaan barang inventaris/
kantor, pemeliharaan dan perawatan barang, serta pembuatan

pertanggungiawaban pengadaan dan pendistribusian barang. |

7) Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Satuan PNF Sanggar Kegiatan
Belajar. penerimaan dan pelayvanan tamu, keprotokolan, keamanan dan -
keteruban. penyiapan bahan pelaksanaan rapat, pembersihan ruangan |
dan halaman kantor, pembuatan/penataan taman kantor, pemeliharasn
dan perawatan taman kantor, serta persiapan pelaskanaan Uupacara.

8) Menyiapkan bahan pelayanan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyvarakat.

9} Menvelenggarakan administrasi kepegawaian Satuan PNF
Kegiatan Belajar, pengusulan formasi, prajabatan, penetapan
kredit bagi Pamong Belajar, pengembangan pegawai, ujian dinas,
cuti, registrasi pegawai, pembinaan disiplin pegawai,
pengurusan dan pembayaran gaji  pegawai, tunjangan,
honorarium, pengurusan Taspen, usul pensiun, serta
kepegawaian lainnyva.

10) Menyelenggarakan administrasi keuangan, penyusunan

]lmbutuhan anggaran belanja rutin Satuan PNF Sanggar
Belajar, pengelolaan keuangan anggaran belanja rutin s
vang ditetapkan dalam APBD, serta penyusunan lapor:
jawaban keuangan anggaran belanja rutin. ;

U
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b, Eselon

<. Kode Jabatan .ui 2 Satunn mrmmm_. P

A. Syarat Jabatan @ Sesunl keteniuan peraturen g
e. Ihtisar Jabatan : Membantu  Ke B3 Aslern

e. Uraian Tugns

1)

2)

3)

)

5)

6)

7)

8)

9)

m;

perumusan kel jalosn,

[ il dse sisaint) . aevaessas
mnynlanfuﬂun keginian telnis m
Annlk L) I3hrnd rhm Vendidilksn

tugan polok masing-masing Vamong
dan program kegistan yang telsk

Menyusun rencara keglatan operasions] sesusl standsr lkeris &
Tenagn Fungsional (Pamong Belsjsr) Sastusn PP Saogper
Belajor sesuni tugnes pololinys masing rmasing.

Menyinpkan  behan, pedoman, dsn petushue  Sehoie —
pengumpulan  dan [:t-nguluimn Asts endidikan Aosk Usss IH
Pendidilkan Masyaralal, seris penyusunan rencans kegistan o
Satuan PNF Sunggar Kegintan PBelajsr sesusl tugss polcciicrera.
Mengumpul dan mengolah dats Pendidiesn Aassik Uwia Daod
Pendidilkkan  Manyarakast  untul  kepentingsn perescariass
operasional Satunn  PNF  Ssnpeasr FHegistan Beisisr seawss
polalanya,

Menyusur rencana kepistan pendidilan dan pelzsicasn g Tessgs
Pendidik doan Tenapga lbependidilan Fendsdiksn Anslk Usss Dees =
Pendidilkan Masyaralkat,

Melakannakan legintan pendidilan dan pelastiben bﬂﬁ“l’mm
dan Tenaga kependidilan Pendidiksn Anask Usis Dinl dan PendidiScas
Masyaraluat,

Menyajikan data dan informasi penyelengearasn kegiatan opersecmal
Pendidikan Anak Usis Dini dan Pendidilcan Masysrakcss

Menyusun rencana kegiatan operasionsl pembinsan kelommpoic
pendidilknn keaksaraan, pembinasn kelompok %
kesetarnan Paket A, Paket B dan Palker C, Pusst
Masyarakat, l..nmlmg Kursus dan Pelatihan, serta Satusn
Analc Usin Dind dan Pendidilsan Masyaraleat !.mmyn.
Menyelen rakan pembinasan Kelompol Belajsr Usalha Produk:s
Mrt: Kﬂlasrﬁ:bﬂk Pamplgardnym Bwiardayn Mmm

usun pengemban kurikulum Muatan Lol gull,
kur'}iy(ulurn MNasional endidikan Anak Usia Dini x

Masyaraloat.
t.- g
%“:.:‘ﬂ}m" mm’um m

...,._-r, 4.1 b
11 | l-:.. sle _;
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operasional Satuan PNF Sanggar
atasan dan pertanggungjawaban
bukti fisik perolehan angka kredit.

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




